
- 1 - 
 

 

STANDART PELAYANAN 

FASILITASI ADMINISTRASI RESES 

 

NO KOMPONEN  URAIAN  

1 DASAR HUKUM  - UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2004 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI 

DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 

- PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 

TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

- PERDA KOTA MADIUN NO 3 TAHUN 2020 

TENTANG SUSUNAN DAN PEMBENTUKAN 

PERANGKAT DAERAH 

- PERWAL KOTA MADIUN NO 29 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN 

ORGANISASI RINCIAN TUGAS  DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

- PERATURAN DPRD KOTA MADIUN NO 1 TAHUN 

2018 TENTANG TATA  TERTIB DPRD 

1.  PERSYARATAN 

PELAYANAN  

PENGAJUAN PROPOSAL  RESES 

2.  SISTEM MEKANISME 

DAN PROSEDUR 

1. MENGAJUKAN PROPOSAL  KE SEKRETARIAT 

DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  JANGKA WAKTU  KURANG LEBIH 60 MENIT 

4. BIAYA TARIF TIDAK DIPUNGUT BIAYA 

5. PRODUK LAYANAN  PENDAMPINGAN PELAKSANAAN RESES  

DATANG  KE 

SEKRETARIAT DPRD 

PROPOSAL  RESES 

DISETUJUI  KETUA DPRD 

PELAKSANAAN RESES PENGUMPULAN BAHAN SPJ 

RESES DAN POKIR DPRD 

RAPAT PARIPURNA 

PENYAMPAIAN POKIR DPRD 

POKIR DPRD DISAMPAIKAN 

KEPADA WALIKOTA 
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6. PENANGANAN, 

PENGADUAN, SARAN 

DAN MASUKAN 

• DATANG LANGSUNG KE SEKRETARIAT DPRD 

• TELEPON : 0351 4545888 

• EMAIL :sekretariadprd.kotamadiun@yahoo.com 

• FAX : 0351493422 

  • PENDAMPING RESES 

7. SARANA PRASARANA 

DAN/ATAS FASILITAS 

• SARANA  : 

ATK, NOTULEN HASIL RAPAT, TELEPON, 

PRINTER MEJA KURSI, SNACK. 

• PRASARANA  

• INSTALASI LISTRIK ,TELEPON, PRINTER MEJA 

KURSI, WIFI/INTERNET 

8. KOMPENTENSI 

PELAKSANAAN  

MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIADUKAN KE 

DPRD KOTA MADIUN 

9. PENGAWASAN 

INTERNAL  

DILAKSANAKAN OLEH BADAN KEHORMATAN DPRD 

10. JUMLAH PELAKSANA  5 ORANG 

11. JAMINAN PELAYANAN  • MAKLUMAT PELAYANAN 

• VISI DAN MISI 

12.  JAMINAN KEAMANAN 

DAN KESELAMATAN 

PELAYANAN 

• PETUGAS KEAMANAN YANG BERJAGA DI 

KANTOR DPRD 

13. EVALUASI KINERJA 

PELAKSANA 

• DILAKSANAKAN 1 BULAN SEKALI. 

 

      Ditetapkan di MADIUN 

      pada tanggal      Maret  2021   
          

                             SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN 
 
 

 

                              Drs. MISDI, M.Si 
                              Pembina Tk 1 

                                 NIP. 19690101 199202 1 003 
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Lampiran II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR : 188-401.040/      /2021 

TANGGAL :       MARET 2021 

 

STANDART PELAYANAN 

PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA 

 

NO KOMPONEN  URAIAN  

1 DASAR HUKUM  - UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2004 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 

- PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 

2016 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH 

- PERDA KOTA MADIUN NO 3 TAHUN 2016 

TENTANG SUSUNAN DAN PEMBENTUKAN 

PERANGKAT DAERAH 

- PERWAL KOTA MADIUN NO 29 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN 

ORGANISASI RINCIAN TUGAS  DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

- PERATURAN DPRD KOTA MADIUN NO 1 

TAHUN 2018 TENTANG TATA  TERTIB DPRD 

2 PERSYARATAN 

PELAYANAN  

BERKIRIM SURAT PERMOHONAN UNTUK 

RENCANA KUNJUNGAN KERJA KE DPRD KOTA 

MADIUN,  
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 SISTEM MEKANISME 

DAN PROSEDUR 

1. BERKIRIM SURAT PERMOHONAN UNTUK 

RENCANA KUNJUNGAN KERJA KE DPRD KOTA 

MADIUN, 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

3.  JANGKA WAKTU  KURANG LEBIH 90 MENIT 

4. BIAYA TARIF TIDAK DIPUNGUT BIAYA 

5. PRODUK LAYANAN  SURAT/KESANGGUPAN BISA DITERIMA UNTUK 

KUNKER 

PENERIMAAN PELAKSANAAN KUNKER  

PEMBERIAN BAHAN BAHAN YANG DI MINTA 

/DIPERLUKAN  

6. PENANGANAN, 

PENGADUAN, SARAN 

DAN MASUKAN 

• DATANG LANGSUNG KE SEKRETARIAT 

DPRD 

• TELEPON : 0351 4545888 

• EMAIL : 

sekretariadprd.kotamadiun@yahoo.com 

• FAX : 0351493422 

• KEPADA PETUGAS PENERIMAAN KUNKER . 

7. SARANA PRASARANA 

DAN/ATAS FASILITAS 

• SARANA  : 

ATK, NOTULEN HASIL RAPAT, TELEPON, 

PRINTER MEJA KURSI, SNACK. 

• PRASARANA  

• INSTALASI LISTRIK ,TELEPON, PRINTER 

MEJA KURSI, WIFI/INTERNET 

8. KOMPENTENSI 

PELAKSANAAN  

MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIADUKAN KE 

DPRD KOTA MADIUN 

9. PENGAWASAN 

INTERNAL  

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN 

10. JUMLAH PELAKSANA  5 ORANG 

 

BERKIRIM SURAT 

KESEKRETARIAT DPRD 

DISPOSISI PIMPINAN, JIKA DAPAT DISETUJUI 

AKAN DIBUAT SURAT BALASAN & KOORDINASI 

PELAKSANAAN 

PENERIMAAN 

KUNJUNGAN KERJA    
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11. JAMINAN PELAYANAN  • MAKLUMAT PELAYANAN 

• VISI DAN MISI 

12.  JAMINAN KEAMANAN 

DAN KESELAMATAN 

PELAYANAN 

• PETUGAS KEAMANAN YANG BERJAGA DI 

KANTOR DPRD 

13. EVALUASI KINERJA 

PELAKSANA 

• DILAKSANAKAN 1 BULAN SEKALI. 
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STANDART PELAYANAN 

FASILITASI PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT 

 

NO KOMPONEN  URAIAN  

1 DASAR HUKUM  - UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2004 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

SEBAGAIMANA TELAH beberapa kali DIUBAH 

TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 9 TAHUN 2015 

- PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 

TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

- PERDA KOTA MADIUN NO 3 TAHUN 2016 

TENTANG SUSUNAN DAN PEMBENTUKAN 

PERANGKAT DAERAH 

- PERWAL KOTA MADIUN NO 29 TAHUN 2020 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN 

ORGANISASI RINCIAN TUGAS  DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

- PERATURAN DPRD KOTA MADIUN NO 1 

TAHUN 2018 TENTANG TATA  TERTIB DPRD 

2.  PERSYARATAN 

PELAYANAN  

MENGAJUKAN SURAT PENGADUAN KE 

SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN DITUJUKAN KE 

KETUA DPRD KOTA MADIUN 
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3.  SISTEM MEKANISME 

DAN PROSEDUR 

1. MENGAJUKAN SURAT PENGADUAN KE 

SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN DITUJUKAN 

KE KETUA DPRD KOTA MADIUN 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

2. MENGAJUKAN SURAT PENGADUAN KE 

SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN DITUJUKAN 

KE KETUA DPRD KOTA MADIUN 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                       

                                       

 

     

 

        

 

 

4.  JANGKA WAKTU  KURANG LEBIH 60 MENIT 

5. BIAYA TARIF TIDAK DIPUNGUT BIAYA 

6. PRODUK LAYANAN  SURAT /KESANGGUPAN BISA DITERIMA OLEH 

ANGGOTA DPRD 

RAPAT PENYELESAIAN MASALAH YANG DIADUKAN 

NOTULEN HASIL RAPAT. 

 

 

 

BERKIRIM  SURAT  

PENGADUAN KE 

SEKRETARIAT DPRD 

DITUJUKAN KE 

KETUA DPRD  

RAPAT PEMBAHASAN  

DALAM  PENYELESAIAN 

PENGADUAN   

MENGAJUKAN SURAT 

PENGADUAN KE 

SEKRETARIAT KOTA 

MADIUN  DITUJUKAN 

KE KETUA DPRD KOTA 

MADIUN 

MENERIMA SURAT 

UNDANGAN  UNTUK  

RAPAT PENYELESAIAN  

PENGADUAN 

 

RAPAT UNTUK 

PENYELESAIAN 

MASALAH YANG 

DIADUKAN 
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7. PENANGANAN, 

PENGADUAN, SARAN 

DAN MASUKAN 

• DATANG LANGSUNG KE SEKRETARIAT DPRD 

• TELEPON : 0351 4545888 

• EMAIL :secretariadprd.kotamadiun@yahoo.com 

• FAX : 0351493422 

• PETUGAS YANG MENANGANI PENGADUAN 

MASYARAKAT. 

8. SARANA PRASARANA 

DAN/ATAS FASILITAS 

• SARANA  : 

ATK, NOTULEN HASIL RAPAT, TELEPON, 

PRINTER MEJA KURSI, SNACK. 

• PRASARANA  

• INSTALASI LISTRIK ,TELEPON, PRINTER MEJA 

KURSI, WIFI/INTERNET 

9. KOMPENTENSI 

PELAKSANAAN  

MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIADUKAN KE 

DPRD KOTA MADIUN 

10. PENGAWASAN 

INTERNAL  

DILAKSANAKAN OLEH BADAN KEHORMATAN DPRD 

KOTA MADIUN 

11. JUMLAH PELAKSANA  5 ORANG 

12. JAMINAN PELAYANAN  • MAKLUMAT PELAYANAN 

• VISI DAN MISI 

13.  JAMINAN KEAMANAN 

DAN KESELAMATAN 

PELAYANAN 

• PETUGAS KEAMANAN YANG BERJAGA DI 

KANTOR DPRD 

14. EVALUASI KINERJA 

PELAKSANA 

• DILAKSANAKAN 1 BULAN SEKALI. 
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STANDART PELAYANAN 

HEARING/RAPAT DENGAR PENDAPAT 

 

NO KOMPONEN  URAIAN  

1 DASAR HUKUM  - UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2004 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 

- PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 

2016 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH 

- PERDA KOTA MADIUN NO 3 TAHUN 2016 

TENTANG SUSUNAN DAN PEMBENTUKAN 

PERANGKAT DAERAH 

- PERWAL KOTA MADIUN NO 29 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN 

ORGANISASI RINCIAN TUGAS  DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

- PERATURAN DPRD KOTA MADIUN NO 1 

TAHUN 2018 TENTANG TATA  TERTIB DPRD 

2.  PERSYARATAN 

PELAYANAN  

MENGAJUKAN SURAT DITUJUKAN KEPADA KETUA 

DPRD KOTA MADIUN 
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2.  SISTEM MEKANISME 

DAN PROSEDUR 

1. MELAKSANAKAN  SIDAK KE LOKASI YANG 

DIADUKAN OLEH MASYARAKAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MENGAJUKAN SURAT RAPAT DENGAR 

PENDAPAT KE OPD YANG MAKSUD  MEMBAHAS 

MASALAH YANG PERLU DI HEARING DENGAN 

DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  JANGKA WAKTU 

PENYELESAIAN 

KURANG LEBIH 60 MENIT 

4. BIAYA TARIF TIDAK DIPUNGUT BIAYA 

5. PRODUK LAYANAN  RAPAT  DENGAR PENDAPAT DALAM RANGKA 

PENYELESAIAN MASALAH YANG DIADUKAN 

NOTULEN RDP. 

6. PENANGANAN, 

PENGADUAN, SARAN 

DAN MASUKAN 

• DATANG LANGSUNG KE SEKRETARIAT DPRD 

• TELEPON : 0351 4545888 

• EMAIL:sekretariadprd.kotamadiun@yahoo.com 

• FAX : 0351493422 

• PETUGAS YANG MENANGANI RDP 

BERKIRIM  SURAT  

UNDANGAN  RDP KE 

OPD YANG 

DIMAKSUD 

RAPAT DENGAR 

PENDAPAT DENGAN 

PIMPINAN OPD 

DALAM RANGKA 

MENANGGAPI 

PENGADUAN WARGA  

MASYARAKAT.   

MENGAJUKAN SURAT 

RAPAT DENGAR 

PENDAPAT KEPADA 

WALIKOTA DAN/ATAU 

OPD YANG DIMAKSUD 

RAPAT DENGAR 

PENDAPAT DENGAN OPD 

YANG DIMAKSUD. 
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7. SARANA PRASARANA 

DAN/ATAS FASILITAS 

• SARANA  : 

ATK, NOTULEN HASIL RAPAT, TELEPON, 

PRINTER MEJA KURSI, SNACK. 

• PRASARANA  

• INSTALASI LISTRIK ,TELEPON, PRINTER 

MEJA KURSI, WIFI/INTERNET 

8. KOMPENTENSI 

PELAKSANAAN  

MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIADUKAN KE 

DPRD KOTA MADIUN 

9. PENGAWASAN 

INTERNAL  

DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIS DPRD KOTA 

MADIUN 

10. JUMLAH PELAKSANA  5 ORANG 

11. JAMINAN 

PELAYANAN  

• MAKLUMAT PELAYANAN 

• VISI DAN MISI 

12.  JAMINAN KEAMANAN 

DAN KESELAMATAN 

PELAYANAN 

• PETUGAS KEAMANAN YANG BERJAGA DI 

KANTOR DPRD 

13. EVALUASI KINERJA 

PELAKSANA 

• DILAKSANAKAN 1 BULAN SEKALI. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN 
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PEMBUATAN RAPERDA INISIATIF 

 

No. Komponen Uraian 

1. Dasar Hukum - UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2004 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 

- PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 

TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

- PERDA KOTA MADIUN NO 3 TAHUN 2016 

TENTANG SUSUNAN DAN PEMBENTUKAN 

PERANGKAT DAERAH 

- PERWAL KOTA MADIUN NO 29 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN 

ORGANISASI RINCIAN TUGAS  DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

- PERATURAN DPRD KOTA MADIUN NO 1 TAHUN 

2018 TENTANG TATA  TERTIB DPRD 

2. Persyaratan pelayanan Materi/Permasalahan yang akan dikonsultasikan 

terkait Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD 
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3. Sistem, mekanisme dan 

prosedur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultasi dapat dilaksanakan secara langsung : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Pengusul (Anggota/Komisi/Bapemperda/Gab) 

mengusulkan Raperda Inisiatif DPRD 

 Sekretariat DPRD berkoordinasi dengan Tenaga 

Ahli, selanjutnya menyusun KAK, Draf NA, Draf 

Raperda Inisiatif DPRD antara Pengusul dengan 

Tenaga Ahli  

 

Pengusul (Fraksi/Komisi/Bapemperda/Gab) 

menyampaikan Draf Raperda Inisiatif DPRD kpd 

Pimp.DPRD 

Pimpinan DPRD Menyampaikan kpd Bapemperda 

untuk dikaji 

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Draf 

Raperda kpd Pimpinan DPRD, selanjutnya 

mengagendakan Rapat paripurna 

Rapat Paripurna terbatas Penyampaian Nota Penjelasan 

Pengusul  

Rapat Paripurna Terbatas Pandangan Fraksi atas 

Raperda Inisiatif 

Pengambilan keputusan yg didahului dgn 

penyampaian pendapat akhir Fraksi 

Rapat Paripurna Terbatas 

Pembentukan Pansus 

Raperda Inisiatif DPRD 

Jawaban pengusul atas Pandangan Fraksi 

Persetujuan Persetujuan 

dgn 
perubahan 

Penolakan 

Disampaikan 

kpd Walikota 
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Penyempurnaan Raperda Inisiatif dgn Uji Publik, 

Studi Banding, Pendampingan Tenaga Ahli 

Finalisasi Draf Raperda, kemudian disampaikan 

kpd Walikota Madiun dan Tim Raperda  

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 

DPRD Kota Madiun disampaikan kpd Walikota dlm 

Rapat Paripurna 

Rapat Dengar Pendapat antara Pansus DPRD 

dengan Tim Raperda dan OPD terkait 

Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja 

Pansus Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kota 

Madiun 

Raperda dikirim ke Provinsi untuk mendapat fasilitasi 

RDP Hasil Pembahasan Hasil Fasilitasi Gubernur 

antara  Bapemperda dengan Tim Raperda Pemkot dan 

OPD terkait 

Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Walikota 

Madiun atas Raperda Inisiatif DPRD, Penyampaian 

Jawaban DPRD atas Pandangan Walikota Madiun 

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan yg 

didahului Pendapat Akhir Walikota  

Rapat Paripurna Terbatas 

Pembentukan Pansus 

Raperda Inisiatif DPRD 

Penetapan Raperda Inisiatif menjadi Perda 
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4. Jangka waktu 

penyelesaian 

Kurang lebih 3 Bulan (ditentukan dalam Perjanjian 

Kerjasama) 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk layanan Fasilitasi Raperda Inisiatif DPRD 

7. Sarana, prasarana, 

dan/atau fasilitas 

Sarana : 

ATK, pesawat telepon, printer, meja, kursi, dll 

Prasarana : 

Instalasi listrik, telepon, AC, dan Wifi/Internet 

8. Kompetensi pelaksana Memahami peraturan perundang-undangan dan 

Perancang Perundang-undangan  

9. Pengawasan internal Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana 

10. Penanganan pengaduan, 

saran, dan, masukan 

− Datang langsung 

− Telepon : 0351(454588) 

− Fax : 0351(493422) 

− Email : sekeretariatdprd.kotamadiun@yahoo.com 

11. Jumlah pelaksana 3 orang 

12. Jaminan pelayanan − Maklumat pelayanan 

− Visi – Misi 

13. Jaminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan 

Petugas keamanan yang berjaga di lingkungan kantor 

14. Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Dilaksanakan 3 bulan sekali 

mailto:sekeretariatdprd.kotamadiun@yahoo.com


- 16 - 
 

 

STANDAR PELAYANAN 

PENGAJUAN NASKAH SAMBUTAN 

 

No. Komponen Uraian 

 

1 Dasar hukum - UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2004 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 

- PERWAL KOTA MADIUN NO 29 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI 

RINCIAN TUGAS  DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

- PERATURAN DPRD KOTA MADIUN NO 1 TAHUN 

2018 TENTANG TATA  TERTIB DPRD 

2 Persyaratan pelayanan − Materi/Permasalahan yang akan dikonsultasikan 

terkait Penyiapan Pidato Pengantar Rapat Paripurna 

3 Sistem, mekanisme dan 
prosedur 

Konsultasi dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua), yaitu:  
1. Konsultasi dengan datang langsung ke Sekretariat 

DPRD/ Bagian Perundang-undangan, 

Dokumentasi, & Rapat  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
2. Konsultasi melalui telepon 

 
 
 

 
 

Membuat Draft Pidato Rapat Paripurna 

 

Menyampaikan Draft Pidato Rapat 

Paripurna ke Pimpinan DPRD 

 

Membetulkan Draft Pidato Rapat 

Paripurna dari Pimpinan DPRD 

Konsultasi dengan staf 

Subbag. Rapat & Risalah 

 

Telepon ke Konsultasi  

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD 

Menyampaikan Draft Pidato Rapat 

Paripurna Hasil  Revisi ke Pimpinan DPRD 
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4 Jangka waktu 
penyelesaian 

Kurang lebih 60 menit 

5 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6 Produk layanan Jasa konsultasi terkait Penyiapan Pidato Pengantar 

Rapat Paripurna 

7 Sarana, prasarana, dan 

/ atau fasilitas 

Sarana : 

ATK, pesawat telepon, printer, meja, kursi, dll 
Prasarana : 

Instalasi listrik, telepon, AC, dan Wifi/Internet 

8 Kompetensi pelaksana Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan Penyiapan Pidato Pengantar Rapat Paripurna 

9 Pengawasan internal Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana 

10 Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan 

− Datang langsung 

− Telepon : 0351 (454588) 

− Email : sekeretariatdprd.kotamadiun@yahoo.com 

− Fax : 0351.493422 

11 Jumlah pelaksana 3 orang 

12 Jaminan pelayanan − Maklumat Pelayanan 

− Visi dan Misi 

13 Jaminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

Petugas keamanan yang berjaga di lingkungan kantor 

14 Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Dilaksanakan 1 bulan sekali 

   

 

       
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

STANDART PELAYANAN 

Hasil 

konsultasi 

Jika dapat 

diselesaikan 

Jika tidak 

dapat 

diselesaikan 

Konsultasi dengan 

Kasubbag. Rapat & Risalah 

mailto:sekeretariatdprd.kotamadiun@yahoo.com
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FASILITASI SIDAK 

 

NO KOMPONEN  URAIAN  

1 DASAR HUKUM  - UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2004 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI 

DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 

- PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 

TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

- PERDA KOTA MADIUN NO 3 TAHUN 2020 

TENTANG SUSUNAN DAN PEMBENTUKAN 

PERANGKAT DAERAH 

- PERWAL KOTA MADIUN NO 29 TAHUN 2020 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN 

ORGANISASI RINCIAN TUGAS  DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

- PERATURAN DPRD KOTA MADIUN NO 1 

TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN 

PERATURAN DPRD KOTA MADIUN TAHUN 

2018 TENTANG TATA  TERTIB DPRD 

2.  PERSYARATAN 

PELAYANAN  

PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN SARPRAS DAN 

PETUGAS PENDAMPING UNTUK PELAKSANAAN 

SIDAK KE SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN 

DITANDA TANGANI  KETUA DPRD KOTA MADIUN 
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3.  SISTEM MEKANISME 

DAN PROSEDUR 

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN SARPRAS DAN 

PETUGAS PENDAMPING UNTUK PELAKSANAAN 

SIDAK KE SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN 

DITANDA TANGANI  KETUA DPRD KOTA MADIUN 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

2. MENGAJUKAN  SURAT PERMINTAAN SARPRAS 

DAN PETUGAS PENDAMPING UNTUK 
PELAKSANAAN SIDAK KE SEKRETARIAT DPRD 

KOTA MADIUN DITANDA TANGANI  KETUA DPRD 
KOTA MADIUN 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                       

                                       

 

     

 

        

 

 

 

4.  JANGKA WAKTU  Kurang Lebih 60 Menit 

5. BIAYA TARIF Tidak Dipungut Biaya 

6. PRODUK LAYANAN  Surat /Kesanggupan Petugas Untuk Mendampingi 

Anggota DPRD Kota Madiun Dalam Melaksanakan 

Sidak   

 

Pengajuan Surat Permintaan 

Sarpras Dan Petugas 

Pendamping Untuk Pelaksanaan 

Sidak Ke Sekretariat DPRD Kota 

Madiun Ditanda Tangani  Ketua 

DPRD Kota Madiun 

 
Rapat Pembahasan Permintaan 

Sarpras Dan Petugas 

Pendamping Untuk Pelaksanaan 

Sidak Ke Sekretariat Dprd Kota 

Madiun  

 

Pengajuan Surat Permintaan 

Sarpras Dan Petugas Pendamping 

Untuk Pelaksanaan Sidak Ke 

Sekretariat DPRD Kota Madiun 

Ditanda Tangani  Ketua Dprd Kota 

Madiun 

 

Rapat Pembahasan Permintaan 

Sarpras Dan Petugas Pendamping 

Untuk Pelaksanaan Sidak Ke 

Sekretariat Dprd Kota Madiun  

 

Rapat Pembahasan untuk 

menfasilitasi Sarpras dan 

menugaskan Petugas Pendamping 

Untuk Pelaksanaan Sidak Ke 

Sekretariat Dprd Kota Madiun  
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7. PENANGANAN, 

PENGADUAN, SARAN 

DAN MASUKAN 

• DATANG LANGSUNG KE SEKRETARIAT DPRD 

• TELEPON : 0351 4545888 

• EMAIL :secretariadprd.kotamadiun@yahoo.com 

• FAX : 0351493422 

• PETUGAS YANG MENANGANI PENGADUAN 

MASYARAKAT. 

8. SARANA PRASARANA 

DAN/ATAS FASILITAS 

• SARANA  : 

ATK, NOTULEN HASIL RAPAT, TELEPON, 

PRINTER MEJA KURSI, SNACK. 

• PRASARANA  

• INSTALASI LISTRIK ,TELEPON, PRINTER MEJA 

KURSI, WIFI/INTERNET 

9. KOMPENTENSI 

PELAKSANAAN  

MENYELESAIKAN TUGAS MENDAMPINGI ANGGOTA 

DPRD KOTA MADIUN DALAM MELAKSANAKAN 

SIDAK 

10. PENGAWASAN 

INTERNAL  

DILAKSANAKAN OLEH BADAN KEHORMATAN DPRD 

KOTA MADIUN 

11. JUMLAH PELAKSANA  5 ORANG 

12. JAMINAN PELAYANAN  • MAKLUMAT PELAYANAN 

• VISI DAN MISI 

13.  JAMINAN KEAMANAN 

DAN KESELAMATAN 

PELAYANAN 

• PETUGAS KEAMANAN YANG BERJAGA DI 

KANTOR DPRD 

14. EVALUASI KINERJA 

PELAKSANA 

• DILAKSANAKAN 1 BULAN SEKALI. 

 

       

 

 


